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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWES]I TENGGARA

PERATURAN BUPATI BEUTON
NOMOR 49 TAHIIN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Memmbang :

Mengingat

TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melsksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor € Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perla menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Buton;

Paszl 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tshun 1959 tentang
Pembentukan Daeran-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemecrintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44338],

Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 2011 tentang
Pembentukan Perzturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos
5234),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
S1pi. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambeahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5494);



Menetapkan :

6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua aas
lUIndang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peranuran Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

9. Peraturan Dzerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerinfahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, FPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Waldl Bupati adalah Walal Bupati Buton.

5. Dewan Perwakilan Ralkya: Daerah, yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten

Buton.
6. Sekretanis Daerah adalah Sekretanis Deserah Kabupaten

Biiton.



10.

y BFA

12.

13.

14.

18.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatian Daerah,
adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Badan Kepegawaian, DPcndidikan dan DPelatiban
Dacrah adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Buton.

Selkretaris Badan yang selanjutnva disebut Sekretaris adalah
Sckretaris Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihann Daciah
kKabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kepepawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Dacrah Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah 3Sub Bagian pada Kepegawaian,
Pendid:kan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Buton.

.3ub Bidang adalah Sub Bidang pada Kcpegavaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah kabupaten Buton.

.Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Buton.

. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT

Badan adalah unsur pelaksana (cknis Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelathan Daerah Kabupaten Buton yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis nenunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsicnal adalah Kelompok .labatan
Fungsional di lingkungan Kepcgawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Buton.



(1)

(2)

(1)

(=)

(3)

4

BAB I
KEDUDUKAN

Pazal 2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatithan Daerah
adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan
bidang Kepegawaian dan Diklat yvang menjadi kewenangan
daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
sehaga mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalni Sekretaris Daerah.

BAB II1
SUSUNAN ORGANISAEI

Pasal 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
adalah Badan Daerah Tipe C

Dadan Kcpcgawaian, DPendidikan dan Pelatthan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir: atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

¢. Bidang Pengadaan, mutasi dan Informasi Kepegawaian;
d. Bidang Pengembangan, Promosi dan penilaian Kinerja

Aparalur;

e. UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan kcpecgawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengadaan, mutasi dan Informasi Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Sub Bidang Pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi

Profesi ASN;
b. Sub Bidang Mutas. dan Kepangkatan; dan
c. Sub Bidang Data dan Informasi



(5)

(6)

(1)

(2}

(3)

(4)

(1)

Bidang Pengembangan, Promosi dan Penilaian Kinerja

Aparatur sebagaimana dimaksud pada syat (2) huruf d,

terdiri atas:

a. Sub Bidang Diklat dan Sertifilkkasi;

b. Sub Bidang Pengembangan Xompetensi dan Promosi;
dan

¢. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Disiphin dan
Penghargaan.

Struktur organisasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dacrah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sekretariat sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf h, dipimpin oleh searang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Badan.
Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
¢, dan huruf d, , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah can bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggang jawab kepada Sekretaris.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6} dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Ridang yang herada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kcpala Bidang masing-masing.

BAE IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatn
Umum
Pasal 5
Dadan Kecpcgawaian, Pendidikan darn Pelatihan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah

dibidang Kepegawaian, Pendidikan. dan Pelatihan Daerah



(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pecrumusan kcbijakan icknis scsuai dengan linglup
tugasrya;

b. pelaksanaan tugas dukungan tcknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;

¢. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuail dengan linglkup tugasnya,

d. pembingsn iekiis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemernntahan Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yarg diberikan oleh Bupati

sesi1al dengan hugas dan fiimgsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal O

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan unsur penujang pelaksana  urusan
pemerintahan  hidang Kepegawaian, Pendidikan dan
I'clatihan Dacrah yang menjadi kewenangan daerah
berazaskan otonomi daerah, dan mengkoordinsesikan
pelaksanaan kegiatan dibidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah serta membina hubungan kerja
dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rancangan produk hokum
daerah bidang kepegawaian sesuai dengan norma,
standard an presedur vang telah ditetapkan oeh
pemerintah;

b. Pelaksanaan UTLSET] kesckrelaniatan, urmum,
kepegawaian, perlengkapan, rumha tangga, kehumasan,
hokum, perencanaan dan keuangan dalam lingkup
bacan;

c. Penyusunan kehijakan menyvangkut  pengadaan,

pcmberhentian, informasi kepegawaian, mutasi,



pengembangan kmpetensi aparatur, promosi, penilaian
kinerja aparatur dan penghargaan

d. Penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi
kepcgawaian mcnyangkut pcngadaan PNS dan PPPK,
pemberhentian, pengelolaan system informasi
kepegawaian, mutasi urusan pension, kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan nosrma,
standard an prosedur vang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan

e. Perencanaarn, pengkoordinessian dau pelaksanaan diklat
penjenjangan, diklst leknis fungsional, sertifikasi,
peningkatan kualifikasi pendidikan, pengembangan
kompetensi secieksi jabatan, promosi, penialian dan
evaluasi kinerja  aparatar, pembinaan  aparatur,
pemberian  penghargaan dan  penjatuban  hukuman
disiplin apparalus sesuai dengan norma, standard an
prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

. Penyiapan penetapan gajl, turjangan dan kesejahteraan
Pegawai Nepgeri Sipil Daerah sesuai dengan norma,
standard an  prusedur yang lelah ditetapkan olkch
pemer:ntah;

g. Penandatangan surat/ naskah dinas sesuail tugas dan
kewenangannya;

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan menyanghkut
pcngadaan, pemberhentian, pengelolaan  informasi
kepegawaian, mutasi, promost, pengembangan
komptensi, penilaian xinerja dan penghargaan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bugpati

sesual dengan tugas pokok dan fungsinva.

Bagian Ketiga

Seloretariat

Pasal 7

(1) Sckretaris Badan mempunyai tugas melalssanakan sebagian
tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan
kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan

Badan yang meliputi urusan perencanaan, kKeuangan,



kepegawaian, hokum, umum,perlengkapan, rumah tangga

dan kehumasan, sert aurusan pendidikan dan pelatihan.

(?) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

4. Pelaksanzan dan pengkoordinasian perumusan
perencanaan program Badan;

b. pelaksanaan urusan umum, administrasi kepegawaian,
surat menyurat dan arsip. ketatalaksenaan dan
hukum,perlengkapan, rumah tangga, humas dan
protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan dalam
Iingkup badan;

c. pelaksanaan urusan keusngan, perbendaharaan dan
penyusunan anggaran, perencanaan program kegatan
serta evaluzsi dan pelaporan kinerja dalam lingkup
Badan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunvai tugas
melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip,
perlengkapan, wusan rumah tangga, urusan kehumasan can
protocol, urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hokum

serta urusan pendidikan dan pelatthan dalam lingkup Badan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas  melaksanakan urusan administrasi | keuangan,
perbendaharsan dan penyusunan anggaran, perencanaan
program kegiatan serta evaluasi pelaporan kinerja dalam

lingkup Badan.
Bagian Keempal
Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawalan
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Pengadaan, mutasi dan Informasi Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dadan yang

meliputi proses kegiatan untuk merencanakan pengisian



formasi, melaksanakan pengumuman, pelamaran, seleksi,
pengumuman  hasil  seleksi, pengangkatan  pegawai,
penempatan,pemberhentian, mutasi, pengurusan pension,
pengurusan kenaikan  pangkar, lkenaikan gaji berkala,
pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta fasilitasi
kelembagaan profesi ASN ( KORPRI dan lembaga profesi ASN
lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.
(2) Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi
Kepegawalan dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian,
mutasi dan mformasi pegawai ;

b. Penyusunan rencana kKebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelsksanzan pengadaan;

c. [enyclenggaraan pocngadaan PNS dan PPPK

d. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi
pemhberhentian;

e. Memverifikasi dokumen admimstrasi pemberhentian;

f.  Penyelenggaraan proses mutasi

g. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi;

k. Memverifikasi data base informas: kepegawaian;

i. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian

J.  Memfasilitasi lembags profesi ASN

k. Mengevaluasi dan pelaporan Kegiatan pengadaarn,

pemberhentian, pelaksanaan mutasi dan pengelolaan
informasi; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh  Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dan [ungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasilitasi
Profesi ASN mempunyal tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan PNS dan PPPK;

b

Menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;

G

Memproses dokumen pemberhentian;
Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan

profesi ASN ( KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnyal;

B

N

Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga
profesi ASN;



6.

(£

Mengkcordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang
kepengurusan;

Mengevaluasi dan pelanoran pengadaan dan pemberhentian

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Mutasi dan kepangkatan mempunyszi tugas:

1.

Merencanakan dan melaksanakan mutasi;

Memwerifika=i dokiimen mitasi;

Melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam
jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat

Memverifikasi berkas usul kanaikan pangkat;

Mengusulkan berkas kenaikan pargkat;

Memverifikasi draft keputusan kanaikan panglat;

Membuat daftar penjagaan pension;

Memveritikasi dokumen usulan pensiun,

. Memproses kenaikan gaji berkaa;

. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi dan hasil

kegiatan kepangkatan.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

1.

2
3,
4

Merencanskan pengembangan system informasi pegawai;

. Mngelola system informasi kepegawaian;

Menyusun data kepegawaian;

. Mengevaluasi system informasi kepegawaian.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan, prmosi dan penilaian Kinerja Aparatur

Pasal 141

(1) Kepala Bidang Pengembangan, prmosi dan penilaian Kinerja

Aparatur mempunvai tugas melaksanakan sebaglan tugas
Badan yang meliputi pengurusan diklat penjenjangan, diklat
teknis fungsional, sertifikasi, peningkatan kualifikasi
pendidikan, kegiatan pengembangan kompetensi, seleksi
jabatan, promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,

pembinaan aparatur, pemberian penghargaan dan



(2)

penegakan cisiplin aparatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan vang berlaku.

Kepala Ridang Pengembangan, prmosi dan penilaian Kinerja

Aparatur dalam  mclaksanaken tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi,
promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;

b. Penyelenggaraan pengembangan komptensi;

¢. Penyelenggaraan proses promosi;

d. Pengkourdinasian pelaksanaan promosi,

¢. Memverifikasi dokumen promosi;

f. Pengkoordinasian dan xerjasama pelaksanaan seleksi
jabatan;

g. Merumuskan kehijakan kebutuhan diklat penjenjangan
dan scrtifikasi;

h. Memlasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;

i. Merumuskan ksbiakan pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja dan penghargaan;

j. Mengkoordinir kegiaten penilaian kinerja;

k. Pengevaluasian hasil penilaian kinerja

. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;

m. Pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

n. Mengevaluasi dan melaoprkan pelaksanaa
pengembangan kompetensi,promosi, penilaian Kkinerja
dar penghargaan;dan

0. Pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dan [ungsinya.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Diklat dan sertifikasi mempunyai tugas :

A =

0 e Nd

Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;
Menginventarisit data calon perserta diklat penjenjangan;
Mengusulkan peserta diklat penjecrnjangan;

Mengusulkan perserta serlifikasi sesuail bidang keahlian;
Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;
Menyuusn daftar kebutuhan diklat teknis fungsional,
Menginventarisir data calon peserta diklat teknis fungsional;
Mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;

Mengkourdinasikan dan kerjasama pclaksanaan diklat;



10. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan dikla:.

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi can promosi

mempunyai rugas:

1. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembanga kompetensi;

2. Memverfikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial
dan social,

3. Membuat konsep pelaksanaan seleks: jabatan;

4. Mcnganalisis metode  yang akan  digunakan  dalam

pengembangan kompetensi aparatur;

Menyusun pedoman pola pengembangan kerier;

Menyusun daftar urut kepangkatan;

Menganalisis dan meverifikasi berkas uisulan promosi;

© N o »

Mengevaluasi dan pclaporan hasil kegaiatan pengembangan

komptensi, pengembangan karier dan promosi.

FPasal 17

Kepala Sub Bidang Penilaian kinerja Aparatur mempunyai

fugas:

1. Merencanakan darn melaksanakan penilaian dan cvaluasi
kinerja aparatur,

2, Membuat informasi terkait indicator penilaian knerja

aparatur;

W

Menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur;

P

Merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur,

%

Mecmverifikas: tingkat kehadiran aparatur;
Mengkzji penjatuhan Fukuman disiplin aparatur;

Menyusun dan memproses usu.an pemberian penghargaan;

® N o

Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan [clatihan Dacrah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan



sinkronisasi baik delam lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah sendiri, maupun dalam
hubungan antar Radan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Dacrah dengan pecrangkat daerah dan/atau lembaga lain yang
terkail.

FPasal 19

(1) Setiap pimpiran unit organisasi bertanggungawab
memimpin dan  mengnardinasikan bawahan  dan
mecmberikan pengarahan scrta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas sesuai dengan uraian tugas yang lelah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh
tangoungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
narus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi dibawahnya.

Pasal 21

Atss dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihar Daerah danat mendelegasikan kewenangan tertentu
kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAD V1
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Ragian Kesati

Eselon
Pasal 22

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon I1b atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Seckretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon lla

atau jabatar administrator.



@)

(4)

(<)

(1)

(1)

(2)

Kepala Bidang merunakan jabatan struktural eselon 1Ib
stau jabatan administrator.

Kepala Sih Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan
jabatan struktural eselon IVa atau jobatan pengawas.

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau

jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kcpala Sub Bidang, Kepala UPT Baden, dan Pcjabat
Fungsional diangkat dan diberhentikan olen Bupati.

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman psda Kketentuan peraturan

perundanz-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Paszal 241

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugss dan
fungsi dilingkungan Badan Kepegawalan, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Selain biaya vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dapat diberikan hantuan pembiayaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 25

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlalkog,



Pasal 26

(1) Dilingkungan Badan depat dibentuk UPT DBadan scsuail
dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesual
kehutuhan herdasarkan peraturan perundang-undangan.

RAR IX
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 29

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan
yvang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampsai dengan dilelapkannya Peraturan Bupati
tentang pecmbentukan UPT Badan yang baru.

(2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimakasud pada
ayat (1) dilakukan paling lama © (enam) bulan scjak
diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Pada saatl Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 54 Tehun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak beraku.



Pasal 31

Peraturan Bupali ini mulsi berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Rerita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF
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P 2
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(Lo, - Otpe0)

Ditetapkan di Pasarwajo
pada langgal \% OkTope- 2016

BUPATI BUTON,

/__ -

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




Pasal 31

Peraturan Bupatd ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF Ditetapkan di Pasarwajo
Pres -2 padda tanggal \2 O=Tope|= 2016
k,. Co BUPATI BUTON,
Joase ?’( Cap/TTD
ey Ouesy, |+
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a
Pada tanggal 14 OF €. 2016

KASIM, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .111
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